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ABSTRAK 

Firdaus Bokky, Efektivitas Satpol PP Dalam Penegakan Perda Tambang 

Galian C di. Kabupaten Mamasa. Penelitian bertujuan mengungkap efektifitas 

kinerja Satpol PP dalam penegakkan Peraturan Daerah Tambang Galian C, faktor 

yang menunjang dan yang menghambat dalam Penegakan Peraturan Daerah 

Tambang Galian C di Kabupaten Mamasa. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dilakukan dengan tahapan 

menentukan topik penelitian.melakukan observasi lapangan, menyusun rencana 

penelitian, merancang instrument penelitian, melaksanakan penelitian, memilah 

data, menganalisis data, dan penarikan kesimpulan. lnforman penelitian adalah 

Kepala Satpol PP, dan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 

Daerah Sapol PP Kabupaten Mamasa. Data dianalisis dengan cara menelaah 

seluruh data, mereduksi data, menyusun data tersebut serta memeriksa keabsahan 

data. 

Efektivitas kinerja Satpol PP Kabupaten Mamasa dalam penegakan 

Peraturan Daerah Tambang Galian C, dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni 

pendekatan kinerja pelaksanaan kebijakan, dan pendekatan kinerja Tim 

Penegakan Peraturan daerah. 

Efektivitas kinerja pendekatan pelaksanaan kebijakan menunjukkan 

perkembangan yang bervariasi. Tahun 2014 masing-masing 0% atau kualifikasi 

buruk, melalui kegiatan peningkatan disiplin aparat Satpol Pamong Praja, dan 

kegiatan Pendidikan, kursus dan latihan Non Formai.Tahun 2015 masing-masing 

86,67% atau baik pada kegiatan bimbingan teknis Perundang-undangan, dan 

88,57% atau baik pada kegiatan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati.Tahun 2016 masing-masing 100% atau sangat memuaskan pada 

penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, dan 94,74% atau sangat memuaskan 

pada kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran Peraturan daerah 

Tambang Galian C. 

Efektivitas kinerja pendekatan pelaksanaan tugas Tim Penegakan Peraturan 

Daerah dengan perkembangan bahwa pada tahun 20 14 dengan efektivitas kinetja 

75% a tau sedang, kemudian pada tahun 20 I 5 dengan cfektivitas kinerja 83,33% 

atau baik, dan tahun 2016 dengan efektivitas kinerja 83,33% atau baik. 
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Faktor pendukung penegakan Peraturan Daerah Tambang Galian C terdiri 

atas faktor internal yang meliputi koordinasi lintas SKPD, motivasi personil 

Satuan Polisi Pamong Praja, kepemimpinan yang persuasif dan familiar, serta 

adanya ketersediaan anggaran. Sedang faktor eksternal meliputi partisipasi 

masyarakat umum, dan partisipasi kalangan pengusaha Tambang Galian C itu 

sendiri.Faktor penghambat penegakan Peraturan Daerah Tambang Galian C terdiri 

atas faktor internal yang meliputi sarana dan prasarana yang terbatas, serta tenaga 

organik yang minim.Sedang faktor ekstemal adalah wilayah Kabupaten Mamasa 

yang cukup luas, dan medannya yang berat. 

Kata Kunci :Efektivitas, Kinerja, Penegakan Perda 
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ABSTRACK 

FirdausBokky, Effectiveness of Civil Service Police Unit(Satpol PP) in 

enforcing the local regulation of Mine Excavation C in District of Mamasa. This 

research aims to analyze the effectiveness of Civil Service Police Unit(Satpol PP) in 

local regulation enforcement of Mine Excavation C in District of Mamasa. 

Using descriptive qualitative approach, this research is conducted by 

determining research topic, conducting field observation, preparing research 

planning, designing research instrument, conducting research, sorting and analyzing 

data, and drawing conclusion. Research informants consist of Chief of Civil Service 

Police Unit and Head Division of Legislation Enforcement of Civil Service Police 

Unit, District of Mamasa. Data is analyzed by reviewing data, reducing data, 

constructing data, and examining data validation. 

The effectiveness of Civil Service Police Unit(Satpol PP) in enforcing the 

local regulation of Mine Excavation C in District of Mamasa can be seen in two ways 

of approach, i.e. work performance of policy implementation, and performance of 

Local Regulation Enforcement team. 

Effectiveness of work performance of policy implementation shows varied 

improvement. In 2014, the effectiveness shows no improvement (0% or considered as 

bad qualification) in disciplinary improvement of Civil Service Police Unit, 

educational activity such as courses and informal training. In 2015, the effectiveness 

shows improvement by 86,67% (considered as good qualification) in technical 

assistance for legislation, and 88,57% in control and enforcement of local regulation 

and regent regulation. In 2016, the effectiveness shows improvement by 100% 

(considered as very satisfied) in control. and enforcement of local regulation, and 

94,74% (considered as very satisfied) in preliminary investigation and full 

investigation of violation of local regulation of Mine Excavation C. 

Effectiveness in work performance of Local Regulation Enforcement team 

shows improvement in 2014 by 75% (considered as fair qualification), in 2015 by 
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83,33% (considered as good qual ification), and in 2016 by 83,33% (considered as 

good qualification). 

Motivating factors of local regulation enforcement of Mine Excavation C 

consist of two factors, namely (1) internal factors including inter-coordination among 

Local Working Unit (SKPD), motivation of Civil Service Police Unit personnel, 

persuasive and familiar leadership, as well as available budget; (2) external factors 

including public participation and mining entrepreneur participation. Demotivating 

factors of local regulation enforcement of Mine Excavation C also consist of two 

factors, namely (1) internal factors including limited infrastructures, facilities, and 

organic power; (2) external factors including District of Mamasa total area which is 

quite large, as well as challenging mining field condition. 

Keywords: Effectiveness, Work performance, Local Regulation Enforcement 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitiao 

l.Organisasi , Tugas dan Fungsi Satpol PP Kab. Mamasa 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa merupakan salah salU 

perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa 

Nomor 16 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kcrja Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Mamasa dan Peraturan Bupati Mamasa Nomor 32 Tahtm 

2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kelja Satuan Polisi Pamong Praja. 

Berikut yang tertuang dalam peraturan terscbut. 

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja yang bertanggung jawab kcpada Bupati mclalui Sckretaris Daerah, 

serta mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Membina, memirnpin, 

menyusun Program dan melaksanakan Kcbijakan Pemeliharaan I penyelenggaraan 

trantibun dan penegakan Peraturan Daerah I Keputusan Kepala Daerah serta 

mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan instansi terkait., dibantu olch Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional, dan 3 (tiga) Kcpala Scksi masing-masing 

Seksi Operasional dan Penertiban, Seksi Pengamanan dan Pengawalan, dan Seksi 

Penguluhan, PPNS dan Kesamaptaan. 

Gambaran lcngkap mengenai struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Mamasa adalah seperti berikut ini. 

44 
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KEPALA SATUAN POL!Sl 
PAMONG PRAJA 

I SEKRETARISSATUAN 

I I POLIS! PAMONG PRAJA 

..1 
I 1 

! l Subag Umurn dan 

J l Subag J l Subag Program I Kepegawaian Kcuangan dan Pelaporan -

I I l l 
Bidang 

Bidang Pcncgakan Bidang Sumber Bidang Ketcniban 
r- Umum dan r---

Pcraturan Perundang- ,- Oaya Aparatur 
r--

Perlindungan 

Ketenteraman undangan Dacrah Masyarakat 
MR~VMlllrlll 

Seksi Seksi 

H Seksi Satuan Pembinaan,Pcngawas Seksi Pelatihan 
Opcrasional 1--- r-- Dasar LIN MAS t--

dan an dan Pcnyuluhan 

Pcngcndalian 

Seksi Seksi Penyclidikan Seksi Tchnik Seksi Bina - dan Penyidikan Fungsional Potcnsi Kerjasama 

Gam bar 4.1: 
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mamasa 

Dengan organisasi seperti di atas, dapat digambarkan uraian tugas, fungsi dan 

tata keija Satpol PP sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa 

Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 21 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan 

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa dan Peraturan Bupati 

Mamasa Nomor 18 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan 

Polisi Pamong Praja. Berikut yang tertuang dalam peraturan tersebut. 

a. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Mamasa melalui 

Sekretaris Daerah yang mempunya1 tugas pokok merumuskan, 

menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan 
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pelaksanaan kebijakan daerah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum,penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan!Keputusan Bupati, 

perlindungan masyarakat, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil serta 

pembinaan wilayah dan masyarakat. 

b. Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Sekretaris 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan 

yang mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pengelolaan 

urusan umum, perencanaan program, Evaluasi, Pelaporan, pengelolaan 

administrasi kepegawaian dan keuangan. Sekretaris Membawahi Tiga 

Subag yaitu : Subag Kepegawaian dan Umum, Subag Program dan 

Pelaporan dan Subag Keuangan. 

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai tugas pokok merencanakan 

operasional, mengeJola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi 

dan melaporkan urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 

Membawahi Seksi Operasional dan Pengendalian dan Seksi Keija Sarna 

d. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah 

dipimpin oleh kepala bidang yang bertanggungjawab kepada kepala satuan 

polisi pamong praja, mempunyaitugas pokok membantu Kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja dalammenyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan 

dan penegakanperaturan perundang-undangan daerah. Kepala Bidang 
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Penegakan Peraturan Perundang - Undangan Daerah membawahi Seksi 

Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dan Seksi Penyelidikan dan 

Penyidikan 

e. Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh kepala bidang yang 

bertanggungjawab kepada kepala saluan polisi pamong praja, mempunyai 

tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan penyelenggaraan 

pendayagunaan serta pengembangan sumberdaya aparatur Satuan Polisi 

Pamong Praja dan PPNS. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur 

Membawahi Seksi Pelatihan Dasar dan Seksi Tehknik Funsional. 

f. Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh kepala bidang 

perlindungan masyarakat yang bertanggungjawab kepada kepala satuan 

polisi pamong praja yang mempunyai tugas pokok membantu 

KepalaSatuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan 

pengkajianbahan kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi 

perlindunganmasyarakat. Kepala Bidang LlNMAS membawahi Seksi Bina 

Potensi dan Seksi Satuan Linmas. 

1. Personalia 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa untuk Tahun 2016 

merniliki jumlah personil sebanyak 245 orang, yang terdiri dari 43 Orang 

personil yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan 202 

Orang merupakan Tenaga Bantuan Operasional ( Pegawai Tidak Tetap ). 
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Adapun personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa 

untuk unsur Aparatus Sipil Negara yang berjumlah 43 orang, rnenurut 

pangkat dan golongan mereka tergarnbar pada tabel berikut ini . 

Tabel4.1 : 
Garnbaran Personalia Satpol PP Kab. Mamasa 

B d P k t/G I er asar an21 a o onean 
No. Pangkat I Golongan Jumlah Prosentase 

(Orang) 
I. Pembina Tingkat I/ IV b I 2,33 

2. Pembina / IV a 4 9,30 

3. Pcnata T ingkat I I Ill d 5 11,63 

4. Penata I III c 2 4,66 

5. Penata Muda Tk. I I III b 5 11 ,63 

6. Pcnata M uda / Hl a I 2,33 

7. Pe ngatur I U c 3 6,98 

8. Pengatur Muda Tk. 1/ 11 b 13 30,23 

9. Pengatur Muda I JI a 4 9,30 

10. Juru / I c 5 11 ,63 

Jumlah 43 100,00 

Sumber : Satpol PP Kabupaten Mamasa, 2017 

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah terbesar dari ASN yang 

diternpatkan di Satpol PP Kabupaten Mamasa adalah mcreka yang 

berpangkat/golongan Pengatur Muda Tingkat I/ II b yakni 13 (tiga betas) 

orang atau 30,23%. Kernudian yang berpangkat/golongan Penata Tingkat I I 

III d, Penata Muda Tk. I I ITT b, dan Juru I f c rnasing-masing sebanyak 5 

(lima) orang atau 11 ,63%, scrta Pembina I IV a, dan Pengatur Muda I II a 

rnasing-masing sebanyak 4 (empat) orang atau 9,30%. 

2. Perda Tambang Galian C 
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Pengaturan tentang tambang gaJian C di Kabupaten Mamasa diatur di 

dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan. Pada ketentuan umum Peraturan Daerah ini diatur 

bahwa: 

"Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan 
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang 
mineral dan batubara". (Perda Kab. Mamasa Nomor 7 Tahun 20 12, Pasal 1 ). 

Selanjutnya untuk mengetahui rincian mengenai mineral bukan logam 

dan batuan dirinci atau tambang galian C di dalam Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang P~jak dan Retribusi Daerah, terdiri dari : 

a. Asbes. 

b. Batu tulis. 

c. Batu setengah pennata. 

d. Batu Kapur. 

e. Batu Apung. 

f. Batu Pennata. 

g. Bentonit. 

h. Dolomi t 

1. Feldsfar. 

J. Garam batu. 

k. Grafit. 

l. Nitrat. 

m. Opsidien. 

n. Oker. 
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o. Pasir dan kerikil. 

p. Pasir kuarsa. dan 

q. Perlit. 

Terhadap jems-Jenis mineral bukan logam dan batuan di atas, di 

Kabupaten Mamasa masih banyak ditemui.Karena itu, menjadi obyek pajak 

mineral dan bukan logarn di daerah ini. 

Terdapat beberapa poin penting yang menjadi lingkup pengaturan 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 201 2 ten tang Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan. Diantaranya dapat dikemukakan berikut ini . 

a. Obyek Pajak Tambang Galian C 

Yang menjadi obyek pajak mineral bukan logam dan batuan relatif 

cukup luas, melebihi apa yang tercantum di dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Hal ini tentu 

disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Mamasa. 

Adapun obyek pajak dimaksud, diatur pada Pasa13 yang terdiri atas: 

"Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu 
pennata, bcntonit, dolomite, feldspar, garam batu, grafit, granit/andesit, 
gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsiden, oker, 
pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, posphat, talk, tanah serap, tanah 
diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit". (Perda 
Nomor 7 Tahun 2012 Pasal Ayat 1 ). 

J ika dicermati obyek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

tersebut di atas, tampak jika potensi yang dimiliki Kabupaten Mamasa 

yang cukup bervariasi, sehingga memang perlu diatur sedemikian rupa 

sehingga dapat memberi manfaat bagi kepentingan daerah. 
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b. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Tam bang Gal ian C 

Ada 4 (emapt) hal yang diatur terkait dengan aspek ini . Keempat hal 

tersebut adalah sebagai berikut : 

I) Dasar pengenaan pajak bukan mineral dan batuan adalah nilai jual 

hasil pengambilan mineral bukan Jogam dan batuan. 

2) Ni lai jual dimaksud dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil 

pcngambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing 

jenis mineral bukan logam dan batuan. 

3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud adalah harga rata-rata yang 

berlaku di lokasi tempat pengambilan tambang atau wilayah mulut 

pertambangan. 

4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan 

batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh 

instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan 

logam dan batuan. (Perda Kab. Mamasa Nomor 7 Tahun 2012, Bab 

III Pasal 5). 

c. Wilayah Pemungutan dan Perhitungan Pajak Tambang Galian C 

Terhadap Wilayah Pemungutan dan Perhitungan Pajak Tambang 

Galian C ini diatur sebagai berikut : 

I) Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di 

lokasi tempat pengambilan tambang atau wilayah mulut 

pertarnbangan. 
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2) Besamya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif pajak dengan dasar pengenaan. 

· 3) Untuk perhitungan volume satuan mineral bukan logam dan batuan 

ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pemmahan 

Kabupaten Mamasa. 

4) Cara penarikan pajak ditentukan satu pintu pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Mamasa dan menyetor pajak terutang 

dibayarkan melalui Kas Daerah. (Perda Kab. Mamasa Nomor 7 
, 

Tahun 2012, Bab IV Pasal 7). 

d. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah 

Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah diatur sebagai berikut : 

l) Masa pajak mineral bukan logam dan batuan adaJah jangka waktu 

yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang 

diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan 

kalender, yang menjadi dasar wajib pajak mineral bukan logam 

dan batuan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak 

yang terutang. 

2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan 

mineral bukan logam dan batuan. 

3) Setiap wajib pajak mineral bukan logam dan batuan mengisi Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). 
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4) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta 

ditandatangani oleh Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan. 

5) SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) 

hari setelah berakhimya masa pajak. (Perda Kab. Mamasa Nomor 

7 Tahun 2012, Bah V Pasal 10, Pasal I I, dan Pasal 12). 

e. Tata Cara Pembayaran Pajak Tambang Galian C 

Tata Cara Pembayaran Pajak Tambang Galian C diatur 

sebagaimana berikut ini : 

1) Pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dilarang 

diborongkan. 

2) Pembayaran pajak mineral dan batuan dilakukan di Kas Daerah 

atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai jangka 

waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, dan STPD. 

3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, 

hasil penerimaan pajak disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 

1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. 

4) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 

5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak mineral 

bukan logam dan batuan untuk mengangsur pajak terutang dalam 

kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan. 
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6) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud harus 

dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan 

bungan sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak beJum atau kurang 

bayar. 

7) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak mineral 

bukan Jogam dan batuan untuk menunda pembayaran pajak sampai 

batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan dengan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak 

yang beJum atau kurang bayar. 

8) Bupati dapat menerbitkan STPD jika: 

a) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. 

b) Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekuarangan pembayaran 

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung. 

c) Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau 

denda. 

9) JumJah kekurangan pajak yang terutang dalam STTPD ditambah 

dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan 

untuk paling lama 15 (lima betas) bulan sejak saat terutangnya 

pajak. (Perda Kab. Mamasa Nomor 7 Tahun 2012, Bab VII Pasal 

15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18). 

f. Tata Cara Penagihan Pajak Tarnbang Galian C 

Tata Cara Penagihan Pajak Tambang Galian C dilakukan 

sebagaimana berikut ini : 
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I) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 

sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan lajak dikeluarkan 7 

(tujuh) hari sejak saatjatuh tempo pembayaran. 

2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran 

atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus 

melunasi pajak yang terutang. 

3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang seJerusnya 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 

4) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi 

dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau 

surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang 

harus dibayar ditagih dengan surat paksa. 

5) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 ( dua 

puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan 

atau surat lain yang sejenis. 

6) Apabila pajak yang harus dibayar tidak di lunasi dalam jangka 

waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan dengan surat 

paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan 

penyitaan. 

7) Setelah di lakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi 

hutang pajaknya, setelah Jewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 

peJaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat 
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mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada 

kantor lelang Negara 

8) Setelah kantor lelang Negara menelapkan hari, tanggal, jam, dan 

tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan 

secara tertulis kepada wajib pajak 

9) Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk: 

melaksanakan pcnagihan pajak ditetapkan oleh Bupati. (Perda 

Kab. Mamasa, Bab 8 PasaJ 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 

23, dan PasaJ 24) 

g. Jnsentif Pemungutan Pajak Tam bang Galian C 

lnsentif Pemungutan Pajak Tambang GaJian C diatur sebagai 

berikut: 

1) Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat diberi 

insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

2) Pemberian insentif dimaksud ditetapkan melaJui anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 

3) Tata cara pemberian dan pemanfaalan insentif dimaksud diatur 

dengan peraturan Bupati. (Perda Kab. Mamasa, Bab XIV, Pasal 

34) 

h. Penyidikan Pemungutan Pajak Tambang Galian C 

Penyidikan Pemungutan Pajak Tambang Galian C diatur sebagai 

berikut: 
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1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah 

daerah diberikan wewenang k.husus sebagai penyidik untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahunn 

1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

2) Wewenang penyidik adalah : 

a) Menerima, mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan 

atau laporan berkenang dengan tindak pidana di bidang 

perpajakan dacrah agar keterangan atau laporan tersebut 

menjadi lengkap dan jelas. 

b) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 

orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah 

tersebut. 

c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 

badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan 

daerah. 

d) Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 

lain berkenan dengan tindak pidana di bidang perpajakan 

daerah 

e) Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta 

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. 
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f) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 

g) Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan 

ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 

memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa. 

h) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 

perpajakan daerah 

i) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi 

j) Mengentikan penyedikan. 

k) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut 

hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (Perda Kab. 

Mamasa, Bab XV, Pasal35). 

1. Ketentuan Pidana Pajak Tambang Galian C 

Ketentuan Pidana Pajak Tambang Galian C diatur sebagai berikut 

1) Wajib pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan SPTPD 

atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau 

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan 

keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) atau denda paling banyak 2 x jumlah pajak yang 

terutang. 
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2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD 

atau mengisi dengan tidak benar atau tidak Jengkap melampirkan 

keterang yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah 

dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau 

denda paling banyak 4 x jumlah pajak yang terutang. (Perda Kab. 

Mamasa, Bah XVI, Pasal 36) 

A. Basil Penelitian 

Penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) 

Kabupaten Mamasa dapat dilihat dari sisi kebijakan, implementasi kebijakan, 

dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan tersebut.Hal ini sejalan dengan 

keterangan yang disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kab. Mamasa bahwa : 

"Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja secara garis besar 
membagi ke dalam 3 (tiga) kelompok tugas besar.Yang pertama yakni 
merumuskan dan menetapkan kebijakan, ini menjadi pedoman SKPD Satpol 
PP. Yang kedua adalah melaksanakan kebijakan tersebut, dan terakhir yakni 
mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan itu". (Wawancara, 08 Desember 
2017). 

Sehubungan dengan hal di atas, maka hasil penelitian tentang efektivitas 

penegakan Peraturan Daerah Tambang Galian C oleh Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Mamasa dikemukakan dengan menekankan pada perumusan 

dan penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi hasil 

pelaksanaan kebijakan tersebut. 

1. Perumusan Kebijakan 

Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa, terdapat 2 

(dua) bentuk kebijakan yang menjadi ranah tugas dan fungsinya terkait 
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dengan penegakan Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah 

Tambang Galian C. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Mamasa bahwa : 

"Terkait dengan penetapan kebijakan daerah, kami memiliki 2 (dua) tugas 
dan fungsi. Yang pertama adalah . merumuskan dan menetapkan Peraturan 
Daerah secara bersama-sama dengan SKPD terkait atau biasa disebut 
leading sektor.Ini tergantung obyek yang diatur oleh Rancangan Peraturan 
Daerah tersebut.Yang kedua adalah menetapkan kebijakan terkait dengan 
apa yang akan diJakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari 
kebijakan 5 (lima) tahunan serta kebijakan tahunan" (Hasil Wawancara, 
08 Desember 2017). 

Tugas dan fungsi yang pertama dikemukakan di atas tentu tidak 

memposisikan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembahasan subtansi, 

melainkan lebih pada segi-segi pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah 

tersebut ketika sudah ditetapkan. Hal tersebut dikemukakan lebih detail 

oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa bahwa : 

"Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa pada proses pembahasan 
dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagai kebijakan daerah 
tidak berada pada posisi memberi masukan pada subtansi Rancangan 
Peraturan Daerah tersebut, melainkan lebih pada masukan atas berbagai 
pengalaman dalam memberi dukungan terhadap pelaksanaan dan 
penegakan Peraturan Daerah". (Hasil Wawancara, 08 Desember 20 17). 

Sedang pembahasan dan penetapan kebijakan yang terkait dengan apa 

yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari 

kebijakan 5 (lima) tahunan serta kebijakan tahunan, merupakan 

perencanaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dituangkan dalam 

bentuk Rencana Stategis (RESTRA) untuk 5 tahun, dan perencanaan yang 

dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) untuk 1 tahun. 
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Jika Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksudkan di 

atas dicermati, maka memang bida ditemui kebijakan yang terkait dengan 

penegakan Peraturan Daerah ini. Pertama-tama bisa dibaca pada bagian 

misi ke- 2 scrta tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja yang 

menyatakan: 

" Mewujudkan penegakan Perda, Peraturan Kepala Oaerah dan Keputusan 
Kepala Daerah. Dengan tujuan pcningkalan penegakan Perda/Peraturan 
KepaJa Dacrah, berikut sosialisasi dan sangsinya terhadap kontribusi 
PAD, serta 3 (tiga) sasaran, yakni terkendalinya stabilitas keamanan dan 
ketertiban masyarakat, meningkatnya disiplin PNS lingkup Pemerintah 
Kab. Mamasa, dan konstribusi P 1\D tcrcapai sesuai target".(Rencana 
Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Mamasa, 2014). 

Kemudian misi , tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan ke dalam 6 (enam) 

program, yakni : 

a. Penertiban dan Penegakan Perda 

b. Penegakan disiplin PNS Kab. Mamasa 

c. Operasi dan Pengawasan terhadap Galian C 

d. Penertibkan penggunaan aset Oaerah 

c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja 

f. Pemantauan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum. (Rencana Strategis Satuan Polisi 

Pamong Praja Kab. Mamasa, 2014). 

Jika dipcrhatikan program-program tersebut di alas, terdapat 

program yang bersifat umum atas pencgakan Peraturan Daerah, yakni 

pencrtiban dan penegakan Perda, dan terdapat 1 (satu) program yang 

khusus untuk operasi dan pengawasan terhadap Tambang Galian C. lni 
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menunjukkan bahwa dimensi penegakan Perda ini menjadi perhatian 

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mamasa, demikian juga penegakan 

Perda terkait dengan Tambang Galian C. 

Selanjutnya, misi, target, sasaran dan program sebagaimana 

dikemukakan di atas dijabarkan dalam bentuk kebijakan indikator kinerja 

dan target kinerja. Adapun target kinerja yang relevan dengan penegakan 

Perda tersebut ada 2 (dua), yakni : 

a. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum 

daerah. 

g. Meningkatnya profesionalisme aparat Satpol Pamong Praja. ((Rencana 

Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mamasa, 2014). 

Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terbadap produk 

hukum daerah, diharapkan berdampak langsung terhadap pelaksanaan 

Peraturan Daerah. Ini dijelaskan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Mamasa bahwa: 

"Untuk menciptakan Penegakan Peraturan Daerah di Kab.Mamasa, kami 
sadari jika kata kuncinya terletak pada terbangunnya kesadaran hukum 
masyarakat.Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan 
diupayakan bermuara pada tumbuhnya kesadaran hukum tersebut". (Hasil 
Wawancara, 08 Desembcr 2017). 

Bersamaan dengan itu, juga disadari jika tumbuhnya kesadaran hukum 

masyarakat yang dimaksudkan terkait pula dengan kapasitas Satuan Polisi 

Pamong Praja. Karena i tu, menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Mamasa bahwa : 
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"Aspek peningkatan kapasitas, dan penciptaan profesionalisme Satuan 
Polisi Parnong Praja juga menjadi saJah satu hal yang disadari penting.Hal 
tersebut dimungkinkan bisa terbangun hila jumlah dan kualitas Satuan 
Polisi Parnong Praja mcmadai. Pelatihan dan pendidikan terus dilakukan, 
dan kegiatan lain yang mendukung". (Hasil Wawancara, 08 Desember 
2017). 

Lebih lanjut dapat ditelusuri arahan Rencana Stratcgis berupa 

meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum 

daerah di dalarn Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Pada tahun 

2014, di daJarn Rencana Kerja dimaksud hanya terdapat 1 (satu) program 

yang relevan yakni program penyidikan pelanggaran Perda dengan 

anggaran sebesar Rp. 585.460.000,- . Sedang untuk araban Rencana 

Strategis berupa Meningkatnya profesionalismc aparat Satpol Pamong 

Praja dijabarkan menjadi 2 (dua) program yakni: 

a. Peningkatan disiplin aparat Satpol PP dengan anggaran Rp. 

23.250.000,-

b. Penyertaan aparat Satpol PP dalam pendidikan, kursus, dan pelatihan 

Non Formal dengan anggaran Rp. 20.000.000,- (Rencana Kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mamasa, 20 14). 

Kemudian pada tahun 20 15, direncanakan sebanyak 2 ( dua) 

program berupa : 

a. Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan dengan 

anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-
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b. Penertiban ·dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 

dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- (Rencana Kerja Satuan 

Polisi Pamong Praja Kab. Mamasa, 20 15). 

J ika kebijakan pad a tahun 2015 di atas dibandingkan dengan kebijakan 

pada tahun 2014, maka terdapat pergeseran perhatian dalam konteks 

penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Po1isi Pamong Praja.Pada tahun 

2014, lekanannya Jebih pada peningkatan kapasitas aparatur Polisi 

Pamong Praja.Kemudian pada tahun 2015, lebih menekankan upaya 

penegakan Peraturan Daerah. 

Kemudian pada tahun 2016, direncanakan sebanyak 2 (dua) 

program masing-masing adalah sebagai berikut : 

a. Penerti ban dan penegakan Peraturan Daerah dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 700.000.000,-

b. Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dengan 

anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- (Rencana Kerja Satuan Po1isi 

Pamong Praja Kab. Mamasa, 20 15). 

Jika dibandingkan dengan program pada tahun 2015, maka rencana 

program tahun 2016 lebih fokus Jagi pada langkah konkrit penegakan 

Peraturdn Daerah dengan adanya rencana penyelidikan dan penyidikan 

pelanggaran alas Peraturan Daerah. Selain itu, dibanding dcngan rencana 

tahun 20 14 dan 2015, pada tahun 2016 terjadi peningkatan alokasi 

anggaran yang meningkat. Pad a tahun 2014 tercatat sebesar Rp. 

43.250.000,- kemudian menjadi Rp. 6 15.000.000,- pada tahun 2015 atau 

43581.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



65 

meningkat 1.322%, kemudian pad a tahun 2016 menjadi Rp. 

850.000.000,- atau meningkat sebesar 38,21% dibanding anggaran tahun 

2015. 

Pergeseran tekanan program seperti dikemukakan di atas tidak terlepas 

dari situasi dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa. 

Dijelaskan oleh Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa 

bahwa: 

"Pada tahun 2014 dapat dikatakan sebagai awal penyelenggaraan 
kebijakan Pemerintahan Kabupaten Mamasa Pasca Pilkada, karena itu 
program yang banyak mendapat perhatian adalah konsolidasi kapasitas 
aparatur.Harapannya, setelah itu baru kemudian diarahkan untuk 
melaksanakan subtansi tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang terkait 
dengan penegakan Perda". (Hasil Wawancara, 08 Desember 2017). 

Jika dicermati data dan informasi tersebut di atas, tampak bahwa 

tugas-tugas yang harus diemban oleh aparatur sebagaimana mandat yang 

diberikan kepada unit kerjanya terrnasuk pada Satuan Polisi Pamong 

Praja, sehingga tahapan yang demikian ini mengesankan lambannya 

birokrasi dalam merespon masalah-masalah yang mengemuka. 

2. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah 

Setelah aspek perencanaan atau penetapan kebijakan penegakan Peraturan 

Daerah selesai, maka tindak lanjut dari penetapan kebijakan tersebut adalah 

pelaksanaannya. Terhadap hal ini , dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang 

sebagaimana dijclaskan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Mamasa bahwa : 

"Untuk pelaksanaan kebijakan Peraturan Dacrah - termasuk tentunya 
pcnegakan Pcraturan Daerah yang terkait dengan Tambang Galian C, bagi 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa, dilakukan melalui 2 (dua) 
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pendekatan. Yang pertama yakni pendekatan yang merujuk pada kebijakan yang 
telah ditetapkan, khususnya dalam Rencana Kerja Tahunan.Pendekatan yang 
kedua, yakni pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh masing-masing 
Tim yang dibentuk untuk penegakan Peraturan Daerah". (Hasil Wawancara, 
Mamasa, 14 Desember 20 I 7). 

Keterangan di alas menunjukkan jika pelaksanaan penegakan Peraturan 

Daeral1 Tambang GaJian C oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Mamasa, selain merujuk pada kebijakan yang telah dituangkan pada Rencana 

Kerjanya, juga memperhatikan perkembangan dan keadaan di Japangan. 

Terhadap kedua pendekatan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Tambang 

Galian C lersebut dapat dikemukakan masing-masing berikut iru. 

a. Pelaksanaan Rencana Kerja 

Telah dikemukakan terdahulu bahwa sebelum pelaksanaan program, , 

maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa menyusun kebijakan 

5 (l ima) tahunan yang termuat dalam Rencana Strategis, dan Rencana 

tahunan yang termuat di dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Mamasa, dim ana di dalam kedua dokumen terse but juga termuat 

arahan dan program yang terkait dengan Penegakan Peraturan Daerah. 

Pada tahun 2014 ada 2 (dua) progran1 yang direncanakan, yakni 

peningkatan disiplin aparat Satpol PP dengan anggaran Rp. 23.250.000,-

dan penyertaan aparat Satpol PP dalam pendidikan, kursus, dan pelatihan 

Non Formal dengan anggaran Rp. 20.000.000,-. 

Jika dicermati pada Laporan Akuntabili tas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) 

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mamasa, dari kedua jenis program 

tersebut, lndikator capaiannya yang digunak~m yakni untuk mengetahui 
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seberapa banyak personil Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah mengikuti 

diklat dasar Satuan Polisi Pamong Praja. Mengingat diklat dasar ini 

merupakan landasan pengetahuan dasar bagi anggota Satuan Polisi Pamong 

Praja, terutama yang bertugas di bagian operasional. Pada tahun 2014, 

target tidak ditetapkan disebabkan anggaran tidak mencukupi dikarenakan 

anggaran yang tersedia banyak diserap oleh Honorarium Tenaga Bantuan 

Operasional dan Pengadaan Kendaraan Dinas. (LAKIP, Satuan Polisi 

Pamong Praja Kab. Mamasa, 20 15). 

Ini berarti terhadap pelaksanaan kebijakan yakni peningkatan disiplin 

aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan penyertaan aparat Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam pendidikan, kursus, dan pelatihan Non Formal, dapat 

dikategorikan tidak efektif. Karena sama sekali tidak dilaksanakan. 

Gambaran efektivitas pelaksanaan kebijakan penegakan Perda Tambang 

Gal ian C berdasar pendekatan perencanaan program pada tahun 2014 dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

T abel4.2 : 
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Perda 

Tambang Galian C Oleb Satpol PP Kab. Mamasa Pada Tabun 2014 

No. Kebijakan Target Realisasi Efektivitas 

I. Peningkatan d isiplin Tidak ada Tidak ada 0,00% 
aparat Satpol PP 

2. Pendidikan, kursus dan Tidak ada Tidak ada 0,00% 
latihan Non Fonnal 

Sumber : LAKIP Satpol PP Kab. Mamasa, 2014 

43581.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



68 

Selanjutnya pada tahun 2015 juga terdapat 2 (dua) program yang 

direncanakan, yakni bimbingan teknis implementasi perundang-undangan 

dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan penertiban dan penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan anggaran sebesar Rp. 

600.000.000,-. 

Oari kedua program tersebut di atas, yakni bimbingan teknis 

perundang-undangan dengan target sebanyak 15 (lima) belas orang, telah 

dilaksanakan dengan melibatkan sebanyak 13 (tiga belas) orang. Ini berarti 

tingkat efektivitasnya sebesar 86,67%. Sedang untuk. program penertiban 

dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ditargetkan sebanyak 

35 kasus, yang dapat dilaksanakan yaitu sebanyak 3 1 kasus, atau dengan 

tingkat efektivitas sebesar 88,57%. Gambaran efektivitas masing-masing 

program yang terkait dengan upaya penegakan Perda Tambang Galian C 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel4.3 : 
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakao Penegakan Perda 

Tambang Galian C Oleh Satpol PP Kab. Mamasa Pada Tahun 2015 

No. Kebijakao Target Realisasi Efektivitas 

1. Bimbingan Teknis IS orang 13 orang 86,67% 
Pcrundang-undangan 

~--

2. Pcnertiban dan 35 kasus 31 kasus 88,57% 
Pcnegakan Peraturan 
Oaerah dan Peraturan 
Bupati 

Sumbcr : LAKIP Satpol PP Kab. Mamasa, 201 5 
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Selanjutnya pada tahun 2016 terdapat 2 (dua) program yang 

dilaksanakan, yakni penertiban dan penegakan Peraturan Oaerah, dan 

penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah, masing-masing 

ditargetkan untuk penertiban dan penegakan Peraturan Daerah sebanyak 200 

kali kegiatan. Dari target tersebut, dilaksanakan sebanyak 200 kegiatan atau 

dengan efektivitas 100%. Sedang untuk penye lidikan dan penyidikan 

pelanggaran Peraturan Daerah yang ditargetkan 95 kegiatan, dilaksanakan 

sebanyak 90 kegiatan atau tingkat efektivitas 94,74%. Gambaran efektivitas 

masing-masing program yang terkait dengan upaya penegakan Perda 

Tambang Gal ian C tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.4: 
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penegakao Perda 

Tambang Galian C Oleb Satpol PP Kab. Mamasa Pada Tahun 2016 

No. Kebijakan Target Rcalisasi Efcktivitas 

I. Penertiban dan penegakan 200 . 200 kegiatan 100,00% 
Peraturan Daerah kegiatan 

2. Penyelidikan dan 95 kegiatan 90 kegiatan 94,74% 
penyidikan pelanggaran 
Peraturan Daerah 

Sumber: LAKIP Satpol PP Kab. Mamasa, 2016 

-

Jika diperhat ikan perkembangan pelaksanaan kebijakan penegakan 

Pcraturan Dacrah Tambang Galian C di atas, maka dapal dicatat beberapa 

poin penting yang patut dikedepankan. Pertama, bahwa anggaran yang 

tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penegakan Perda tersebut 
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sangat minim.Hal terse but sangat dirasakan pada tahun anggaran 2014. 

Dikemukakan oleh KepaJa Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

U ndangan Daerah bahwa : 

"Apa yang terjadi pada tahun 2014 sesungguhnya bukan tidak ada kegiatan 
di Bidang Penegakan Peraturan Pcrundang-Undangan Daerah, melainkan 
anggaran yang direncanakan, dialihkan untuk: kegiatan operasionallainnya. 
Akibatnya program Peningkatan disiplin aparat Satpol PP dan Pendidikan, 
kursus dan latihan Non Formal sudah tidak lagi memiliki anggaran 
pelaksanaannya". (Hasil Wawancara, Mamasa, 14 Desember 2017). 

Dari keterangan tersebut di atas dapat dijadikan sebagai pctunjuk jika 

Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun anggaran 20 14 memang 

memperoleh alokasi anggaran yang minim. Ini yang kemudian membuat apa 

yang telah direncanakan tidak berjalan sebagairnana seharusnya. 

Catatan yang kedua adalah semakin dirasakan jika pada Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan Daerah lebih mernbutuhkan pelaksanaan kebijakan 

yang langsung menyentuh dimensi penegakan Peraturan Daerah tersebut. Ini 

bisa disimpuJkan dari pergeseran jenis program dari tahun 2014 ke tahun 

2015 dan 2016, dimana pada tahun 2014 ditekankan pada peningkatan 

kapasitas aparatur Satpol PP, kemudian pada tahun 20 15 dan 2016 lebih 

menekankan upaya-upaya penegakan Peraturan Daerah Tambang Galian C 

melaJui Bimbingan Teknis Perundang-undangan, Penertiban dan Penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati , dan Penyelidikan dan penyidikan 

pelanggaran Peraturan Dacrah 

Perkembangan tingkat efektivi tas pelaksanaan program penegakan 

Pcraturan Daerah Tam bang Galian C dari tahun 2014 hingga tahun 2016 

menunjukkan kemajuan atau perkembangan yang meyakinkan. Jika pada 
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tahun 2014 tingkat efektivitas capaian program yang direncanakan adalah 

o,ooro, maka pada tahun 2015 meningkat menjadi 86,67% (minimum), dan 

88,57% (maksimal), kemuclian pada tahun 2016 efektivitas capaian 

pelaksanaan program yang direncanakan yakni 94,74% (minimal), dan 

J 00% (maksimaJ). 

Terhadap perkembangan capaian atau tingkat efektivitas pelaksanaan 

program yang meningkat tersebut, oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan Daerah menyampaikan bahwa : 

"Kami mengambil pelajaran yang mendalam dari pengalaman pada tahun 
2014.Karena itu, pada tahun 2015 kami berupaya untuk memperoleh pagu 
anggaran yang lebih besar.Kemudian kami juga berusaha meyakinkan 
SKPD terkait bahwa tekanan program bidang ini adalah penegakan 
Peraturan Daerah yang berdampak pada peningkatan Penerimaan Asli 
Daerab melalui pajak Tambang Galian C". (Hasil Wawancara, Mamasa, 14 
Desember 20 17). 

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami jika peningkatan 

capai~ efektivitas pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah 

Tambang Galian C didorong oleh perubahan orientasi program dan adanya 

dukungan pembiayaan yang Jebih memadai. 

b. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian 

Penegakan Peraturan Daerah Tambang Galian C Juga dilakukan 

melalui pengawasan dan pengendalian Peraturan daerah tersebut. Untuk hal 

ini oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa menempuh 

kebijakan dengan membentuk timpenegakan Peraturan Daerah. 

Disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa, 

bahwa: 
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"Untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang menjadi 
kebijakan daerah, kami tiap tahun membentuk Tim yang diberi tugas untuk 
Penegakan Peraturan Daerah tersebut. Setidaknya Tim ini dibagi menjadi 3 
(tiga), yakni Tim Penegakan Peraturan Daerah terkait dengan ketertiban dan 
keamanan, Tim Penegakan Peraturan Daerah terkait dengan Penerirnaan 
Asli Daerah, dan Tim Penegakan Peraturan Daerah terkait dengan 
kedisiplinan ASN". (Hasil Wawancara, 08 Desember 2017). 

Ole~ karena Penegakan Peraturan Daerah Tarnbang Galian C lebih 

menekankan pada aspek penerimaan daerah yang bersumber dari 

pemanfaatan tambang galian C, maka penanganan penegakan Peraturan 

Daerahnya menjadi tugas Tim yang terkait dengan Penegakan Peraturan 

Daerah Penerirnaan Asli Daerah. 

Tim penegakan peraturan daerah menyangkut Penerimaan Asli Daerah 

yang salah satu obyeknya adalah penerimaan dari Pajak Tambang Galian C, 

dalam melaksanakan tugas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, 

bekeija dengan cara sebagai berikut: 

1) Pemberian pemahaman dan pendalaman terhadap Peraturan Daerah 

Dikemukakan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa bahwa : 

"Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, maka 
aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang tergabung dalam Tim 
Penegakan Perda, harus paham betul tentang produk-produk peraturan 
daerah dan peraturan Bupati Kabupaten Mamasa, karena itu kami 
mengagendakan agar setiap bulan ada kegiatan terkait dengan upaya 
memberi pemahaman dan mendalami peraturan-peraturan yang ada". 
(Hasil Wawancara, Marnasa, 14 Desember 2017). 

Kegiatan ini biasanya diagendakan minimal 1 (satu) kali dalam se bulan, 

sehingga dalam 1 (satu) tahun anggaran dilakukan paling minimal 
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sebanyak 12 (dua belas) kali .Terhadap capaian pelaksanaan kegiatan ini 

untuk tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Pada tahun 2014 dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dari seharusnya 

sebanyak 12 (dua belas) kali atau dengan tingkat efektivitas 75 %. 

Kemudian pada tahun 2015 dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali atau 

dengan tingkat efektivitas sebesar 83,33%, selanjutnya pada tahun 2016 

sebanyak 10 (sepuluh) kali atau dengan tingkat efektivitas sebesar 

83,33%. Perkembangan pelaksanaan kegiatan pemberian pemahaman 

dan pendalaman Peraturan Daerah ini dapat dilihat pada tabel berikut 

101. 

Tabel4.5: 
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pemabaman dan 
Pendalaman Peraturan Daerah Oleh Tim Penegakan Perda 2014-2016 

Tabun Target Frekuensi Tingkat 
Pelaksanaan Pelaksanaaq Efektivitas 

Kegiatan 

2014 12 kali 9 kali 75,00% 

201 5 12 kali 10 kali 83 ,33% 

2016 12 kali 10 ka li 83,33% 

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mamasa, 20 17. 

2) Kunjungan Lapangan 

Kegiatan ini merupakan tulang punggung upaya penegakan Peraturan 

Daerah Tambang Galian C di Kabupaten Mamasa. Dikemukakan oleh 
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Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Mamasa bahwa : 

"DaJam menegakkan Peraturan Daerah Tambang GaJian C, kuncinya 
terletak pada intensitas Tim melakukan operasi atau kunjungan ke 
lapangan.Kami di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 
menetapkan kebijakan agar operasi lapangan itu untuk tiap Tim 
dilakukan paling minimal 4 (empat) kali dalam sepekan". (Hasil 
Wawancara, Mamasa, 14 Desember 20 17). 

Jika hal tersebut dijadikan refercnsi, maka unluk setiap Tim 

Penegakan Peraturan Dacrah di Satuan Poli si Pamong Praja Kabupatcn 

Mamasa dalam 1 (satu) bulan atau 4 (empat) pecan harus melakukan 

opcrasi lapangan sebanyak 16 ( enam be las) kali, a tau dalam 1 (satu) 

tahun sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) kali . 

Data pada Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan perkembangan 

pelaksanaan kunjungan lapangan tersebut dan tingkat efektivitasnya 

adalah sebagai berikut: 

Tabel4.6: 
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatao Kunjungan Lapangan 

Oleh Tim Penegakan Perda 2014-2016 

Tabun Target Frckuensi Tingkat 
Pelaksanaan Pelaksanaan Efektivitas 

Kcgiatan 

2014 192 kali 13 I kali 68,23% 

201 5 
-

192 kali 147 kali 76,56 % 

2016 192 kali 152 kali 79,17% 

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mamasa, 2017. 
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Data di atas menunjukkan jika terjadi perkembangan frekwensi 

pelaksanaan kunjungan lapangan periode 2014- 2016. Jika pada tahun 

2014 sebanyak 131 kali dari target 192 kali a tau tingkat efekti vitas 

68,23%, maka pada tahun 2015 menjadi 147 kali atau tingkat efektivitas 

76,56%, kemudian pada tahun 2016 menjadi 152 kali atau dengan 

tingkat efektivitas 79,17%. 

3) Penyelidikan dan Penyidikan 

Kegiatan operasi atau kunjungan lapangan yang dilakukan menghasilkan 

rekaman pelanggaran atas Peraturan Daerah.Kegiatan ini kemudian 

ditindak lanjuti dengan Penyelidikan dan Penyidikan.Pelaksanaan atas 

keg1atan ini dimaksudkan agar kasus-kasus atas pelanggaran Peraturan 

Daerah Tambang Galian C bisa ditindak lanjuti.Selain itu, juga 

dimaksudkan agar ada efek jerah yang ditimbulkan, serta tidak 

merugikan daerah. Ini dapat dipahami dari penjelasan oleh Kepala 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Mamasa bahwa : 

"Karni juga memandang penting atas pelaksanaan kegiatan penyelidikan 
dan penyidikan oleh Tim Penegakan Peraturan Daerah atas pelanggaran 
Peraturan Daerah.Karena temuan lapangan yang ada harus kami tindak 
lanjuti. Dengan cara seperti itu kami berharap bisa menimbulkan efek 
jerah, dan sekaligus dari sisi ekonomi bisa menambah penerimaan pajak 
atas tambang galian C" . (Hasil Wawancara, Mamasa, 14 Desernber 
201 7). 

Perkernbangan target dan realisasi dari kegiatan penyelidikan dan 

penyidikan ini dapat dilihat pada table berikut ini. 
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Tabel4.7: 
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Penyelidikan dan 

Penyidikan Oleh Tim Penegakao Perda 2014 - 2016 

Tabun Jumlab Penyelesaian Tingkat 
Kasus Kasus Efcktivitas 

2014 0,00 0,00 0,00% 

2015 35 kasus 31 kasus 88,57 % 

2016 95 kasus 90 kasus 94,74% 

.. 
Sumbcr: Satuan Pohst Pamong PraJa Kab. Mamasa, 2017. 

Data di alas menunjukkan jika tcrdapat peningkatan capaian cfektivitas 

di dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan.Pada tahun 2014 belum 

terekam adanya kasus. Kemudian pada tahun 2015 tercatat 35 kasus 

yang tersclesaikan sebanyak 3 1 kasus atau tingkat efektivitas sebesar 

88,57%. Kemudian pada tabun 2016 tercatat sebanyak 95 kasus, dan 

yang terselesaikan sebanyak 90 kasus atau 94,74%. 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penegakan Perda Tambang Galian C 

Dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang diorientasikan pada 

penegakan Peraturan Daerah Tambang Galian C oleh Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Mamasa, dirasakan adanya faktor-faktor yang mendukung 

dan faktor-faktor yang menghambat penegakan Peraturan Daerah Tambang 

Gal ian C terse but. 

a. FaktorPcndukung 

OaJam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Tambang Galian C, 

diakui adanya beberapa fak.Lor yang menjadi pendukung sehingga 
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kegiatan-kegiatan dapat dilakukan dengan hasil sebagaimana telah 

dijelaskan terdahulu. Pengakuan tersebut dikemukakan oleh Kepala 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Mamasa bahwa : 

"Dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan Peraturan Daerah pada 
umumnya dan penegakan Peraturan Daerah Tambang Galian C 
khususnya, Satuan Polisi Pamong Praja didukung oleh koordinasi yang 
intensif dari SKPD terkait. Dukungan tersebut berasal dari Bagian 
Hukum di Sekretariat Daerah, dari Badan Keuangan Daerah, dari 
Bappeda, dan dari Dinas Pendapatan daerah". (Hasil Wawancara, 
Mamasa, 14 Desember 20 17). 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung 

Penegakan Peraturan Daerah Tambang Galian C di Kabupaten Mamasa 

adalah koordinasi internal SKPD. Dengan Bagian Hukum di Sekretariat 

Daerah ini berhubungan dengan pemahaman terhadap dan pendalaman 

persfektifhukum dari Peraturan Daerah Tambang Galian C, dengan Badan 

Keuangan terkait dengan dukungan akses pembiayaan kegiatan, dengan 

Bappeda terkait dengan aspek perencanaan khususnya rencana tahunan 

berupa Rencana Kerja, dan dengan Dinas Pendapatan Daerah terkait 

dengan konsolidasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber 

dari Tambang Galian C. 

Faktor pendukung lainnya terletak pada kuatnya motivasi bagi aparat 

Satuan Polisi Pamong Praja, temtama yang tergabung di dalam Tim 

Penegakan Peraturan Daerah. Hal terse but juga dikemukakan oleh Kepala 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Mamasa bahwa : 
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"Harus kami akui juga jika cara kerja ternan-ternan apratur di Tim 
Penegakan Peraturan Daerah cukup memuaskan. lni terjadi karena 
motivasi kerja mereka yang kuat. Hal tersebut ditimbulkan oleh 
pendekatan yang dibangun oleh pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja 
yang persuasif dan familiar, selain itu juga didorong oleh insentif yang 
biasa diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah". (Hasil Wawancara, 
Mamasa, 14 Desember 2017). 

Faktor motivasi memang merupakan salah satu unsur penting yang 

menentukan berhasilnya atau tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Namun patut dikedepankan jika motivasi ini tidak berdiri 

sendiri, melainkan dapat timbul karena ada ·pendorong atau sebab-sebab 

yang menimbulkannya. 

Dalam kaitan dengan semangat yang terjadi di Tim Penegakan Peraturan 

Daerah Tambang Galian C Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Mamasa, hal tersebut disebabkan oleh pendekatan pimpinan yang tepat, 

dan adanya insentif bagi ·aparatur. 

Sejalan dengan faktor motivasi yang dikernukakan di atas, faktor 

pendukung lainnya terletak pada kepemimpinan yang kondusif di 

lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mamasa. Faktor 

kepemimpinan ini Jebih detail dikemukakan oleh 

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Mamasa bahwa : 

"Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Mamasa terasa hampir 
pada seluruh staf jika Pimpinan kami membangun hubungan dengan 
bawahan cukup persuasif dan familiar.Akibatnya, ini juga mewamai pola 
hubungan antara staf dengan pirnpinan di tingkat menengah, pada Kepala 
Bidang". (Hasil Wawancara, Mamasa, 14 Desember 2017). 
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Faktor kepemimpinan memang biasanya memiliki efek berantai. Artinya, 

jika kepemimpinan itu baik atau buruk, maka biasanya akan berdampak 

pada semua level di dalam organisasi. Ini sangat mungkin teijadi pada 

masyarakat yang masih kuat memegang ketauladanan. 

Dengan kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dikemukakan di atas, 

seringkali juga berdampak pada situasi dan pola kerja di dalam organisasi. 

Terhadap apa yang terjadi pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat disimak· 

dari penjelasan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa bahwa : 

"Pendekatan persuasif dan faimiliar yang diterapkan oleh Pimpinan 
Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Mamasa, terasa dampaknya pada semua 
jenjang dan hubungan di dalam organisasi.Yang nyata sekali adalah 
keterbukaan dalam menyampaikan keadaan dan masalah yang dihadapi 
oleh Bidang, Sub Bidang dan Staf. Efek lain adalah suasana kerja staf 
yang tampak selalu bcrsemangat dan energik. Yang terakhir adalah 
soliditas yang kuat di dalam organisasi". (Hasil Wawancara, Mamasa, 14 
Desember 2017). 

Penjelasan di atas semakin memetakan faktor pendukung keberhasilan 

penegakan Peraturan Daerah Tambang Galian C antara faktor 

kepemimpinan dengan faktor motivasi yang ditimbulkan bagi staf dalam 

melaksanakan tugasnya. Artinya, motivasi tersebut dipicu antara lain oleh 

faktor kepemimpinan. Namun faktor kepemimpinan ini juga bisa menjadi 

kontraproduktif atau tidak berbasil bila respon staf atau bawahan tidak 

rei evan. 

Faktor pemmjang lainnya yang menentukan keberhasilan penegakan 

Peraturan Daerah Tam bang Galian C oleh Tim Penegakan Perataturan 
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Daerah Satuan Polisi Pamong Praja adalah ketersediaan anggaran. Hal 

tersebut juga dikemukakan Kepala Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa 

bahwa: 

"Tidak dapat dipungkiri jika dalam pelaksanaan tugas kami menegakkan 
Peraturan Daerah Tambang Galian C yakni ketersediaan anggaran. Hal ini 
dapat dirasakan dalam 2 (dua) hal, yakni pada sisi penganggarannya itu 
sendiri.Karni hanya mengusulkan lalu diproses oleh Tim Anggaran 
selanjutnya dibahas dan disetujui oleh DPRD Kab.Mamasa. Yang berikut 
adalah ketersediaan dananya ketika dibutuhkan.Ini juga tidak ditemui 
masalah atau selalu tepat waktu, sehingga tidak menimbulkan lomplain 
dari pemanfaat anggaran tersebut". (Hasil Wawancara, Mamasa, 14 
Desember 2017). 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dukungan faktor-faktor lainnya 

juga sangat bergantung pada ketersediaan anggaran.Karena soal anggaran 

ini berkait erat dengan hampir seluruh prograrp dan kegiatan yang 

dilaksanakan di dalam penegakan Peraturan daerah Tambang Galian C. 

SeJain beberapa faktor pendukung yang telah dikemukakan di atas, juga 

diakui bahwa pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Tambang Galian 

C juga didukung oleh partisipasi masyarakat.Bentuk partsipasi masyarakat 

ini bersumber dari 2 (dua) pihak.Yang pertama yakni dari masyarakat 

umum. Terhadap partsipasi masyarakat umum tersebut oleh Kepala 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Mamasa menjelaskan sebagai berikut : 

"Partisipasi masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah Tambang 
Galian C dirasakan dari masyarakat umum.Bentuk partisipasi ini 
diantaranya dengan menyampaikan laporan kepada karni jika mereka 
menemui pihak-pihak yang mengambil batu, pasir atau kerikil yang tidak 
sempat kami pantau.Biasanya juga warga masyarakat yang memberi 
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teguran kepada pihak-pihak yang hendak mengambil batu, pasir atau 
kerikil yang tidak melapor kepada Satuan Polisi Pamong Praja". (Hasil 
Wawancara, Mamas a, 1 4 Desember 20 17). 

Penjelasan di atas mengindikasikan jika warga masyarakat sendiri 

memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum, sehingga mereka tahu jika 

ada pihak-pihak tertentu yang tidak mengindahkan Peraturan Daerah 

Tambang Galian C, dan sekaligus mereka dengan sikap proaktif 

melakukan teguran atau melaporkannya ke Satuan Polisi Pamong Praja. 

Partisipasi kalangan masyarakat lainnya berasal dari kalangan 

pengusaha.Dari kalangan ini dapat dikatakan cukup konstrubutif dalam 

pembayaran pajak pemanfaatan Tambang Gaian C. Dikemukakan oleh 

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Marnasa bahwa : 

"Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa cukup terbantu dengan kesadaran 
masyarakat pengusaha membayar kewajiban mereka dalam pemanfaatan 
Tambang Galian C.Partisipasi yang demikian ini malah kami jadikan 
contoh bagi masyarakat umum untuk ditiru, sehingga kepada siapa saja 
yang memanfaatkan Tambang Galian C, tetap harus membayar pajaknya". 
(Hasil Wawancara, Mamasa, 14 Desember 2017). 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dukungan dalam penegakan 

Peraturan Daerah Tambang Galian C tidak hanya bersumber dari kalangan 

pemerintah daerah, melainkan juga dari kalangan masyarakat urnum dan 

masyarakat pengusaha. 

b. Faktor Penghambat 

Jika diperhatikan secara cermat capaian kineija masing-masing program 

atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam 
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penegakan Peraturan daerah Tambang Galian C, maka terlihat adanya 

program atau kegiatan yang tingkat efektivitasnya belum 

maksimal.Terhadap fakta yang demikian ini tentu memiliki hambatan, 

kendala atau faktor yang mempengaruhi sehingga belum maksimal. 

Terhadap hal tersebut, dijelaskan oleh KepaJa Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Mamasa bahwa : 

"Dapat dipastikan jika kami dalam melakukan Penegakan Peraturan 
Daerah Tambang Galian C, terdapat berbagai faktor penghambat yang 
dihadapi.Faktor penghambat tersebut duantaranya adaJah sarana dan 
prasarana yang kami miliki masih terbatas, rnisal pada kendaraan 
operasional, dan Pos penjagaan". (Basil Wawancara, Mamasa, 14 
Desember 2017). 

Telah dikemukakan terdahulu jika dari sisi penganggaran Satuan Polisi 

Pamong Praja cukup memperoleh dukungan dari sisi perencanaan dan 

ketepatan pemanfaatannya.Namun hal tersebut dapat dikatakan belum 

terselenggara secara optimal.Ini ditunjukkan oleh kesadaran internal 

bahwa mereka masih terbatas pada ketersediaan kendaraan operasional 

dan pos penjagaan, dimana kedua hal tersebut tentu terkait dengan 

perencanaan dan pembiayaan. 

Faktor penghambat lainnya terletak pada minimnya tenaga atau personil 

Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus organik atau telah menjadi 

Aparatusr Sipil Negara (ASN). Hal ini juga diakui oleh Kepala Bidang 

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Mamasa bahwa : 
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"Karni seringkali juga disulitkan oleh si tuasi dan kondisi atas terbatasnya 
ASN di Satuan Polisi Pamong Praja. Akibatnya dalam pembentukan Tim 
Penegakan Peraturan Daerah seringkali unsurnya lebih banyak tenaga 
honorer dibanding tenaga organik, misal kalau anggota Tim 7 (tujuh) 
orang, umumnya honorer 5 (lima) orang, dan tenaga organik 2 (dua) 
orang." (HasiJ Wawancara, Mamasa, 1 4 Desem ber 20 17). 

Dengan jumlah tenaga organik yang minim, sementara tenaga honorer 

lebih banyak seringkali mengganggu semangat keija dan tugas tim. lni 

ditirnbulkan oleh disiplin dari tenaga Pegawai Tidak tetap atau honorer 

yang umumnya belum maksimal. Dikemukakan oJeh Kepala Bidang 

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Mamasa bahwa : 

"Tenaga honorer yang kami gunakan di dalam penegakan Peraturan 
Daerah cukup besar jumlahnya.Ini sebenamya cukup membantu kami. 
Hanya saja ada sisih kelemahannya, karena kebanyakan tenaga honorer 
tersebut sering izin, terlambat masuk kantor, dan beberapa tindakan 
lainnya yang kurang kondusif'. (Hasil Wawancara, Mamasa, 14 Desember 
2017). 

Penjelasan di atas sejalan dengan data yang dikumpulkan bahwa 

secara umum jumlah tenaga Pegawai Tidak Tetap atau honorer di Satuan 

Polisi Pamong Praja memang jumlahnya cukup besar, yakni 202 orang 

atau 82,45% dari 245 personil pada Satuan Polisi Pamong Praja, sedang 

teoaga organik atau ASN sebanyak 43 orang atau hanya 17,55%. 

Jumlah yang demikian besar tersebut Lentunya mcnjadi mubazir jika tidak 

dimanfaatkan karena mereka juga mempcroleh honorarium dalam 

melaksanakan tugas.Hanya saja honorarioum tersebut selain jumlahnya 

terbatas, juga pembayarannya memakan waktu panjang, yakni sekal i 
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dalam 3 (tiga) bulan.Karena itu, patut diduga jika fakta yang demikian ini 

dapat menjadi penyebab dari mereka seringkali tidak optimal dalam 

melaksanakan tugas. 

Faktor penghambat lainnya terletak pada luasnya wilayah Kabupaten 

Mamasa dan medannya yang berat, dimana hal ini belum berimbang 

dengan personila serta sarana dan prasarana yang tersedia. Dikemukakan 

oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa bahwa : 

" Wilayah Kabupaten Mamasa yang cukup luas dan kondisi alam 
pegunungan membuat kami di Satuan PoJisi Pamong Praja juga menyadari 
jika tidak dapat mengamankan seluruh penambangan Galian C yang 
dilakukan oleh masyarakat, sehingga dikenal istilali penambangan liar. 
Kondisi ini tentu dapat merusak lingkungan karena tidak dikendalikan, 
juga merugikan daerah, karena hasilnya hanya untuk pihak-pihak tertentu 
saja". (Hasil Wawancara, Mamasa, 14 Desember 2017). 

Keterbatasan yang dikemukakan di atas boleh dikata cukup serius, 

karena telah menyentuh langsung aspek yang menjadi pertimbangan 

mengapa Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan digagas. Diantaranya dimasudkan agar terjadi 

pengendaJian oleh Pemerintah Daerah terhadap lingkungan alam 

Kabupaten Mamasa dari eksploitasi yang berlebihan dan sembarangan, 

serta pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat dapat memberi 

kontribusi bagi pendapatan daerah yang dapat didistribusikan ulang untuk 

membiayai pembangunan daerah. 
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B. Pembahasan 

Memperhatikan rumusan masalah pada penelitian ini, maka pada bagian 

pembahasan penelitian difokuskan pada 3 (tiga) aspek saja. Yang pertama adalah 

aspek efektivitas kinerja 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa dalam penegakan Peraturan 

daerah Tambang Galian C, kemudian yang kedua adalah aspek pendukung 

pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Tambang Galian C, dan aspek 

penghambat atau kendala dalam penegakan Peraturan daerah Tambang Galian C. 

l . Efektivitas Kinerja Penegakan Perda Tambang Galian C 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Mamasa dalam penegakan Peraturan Daerah Tambang 

Galian C diukur dengan 2 (dua) pendekatan.Yang pertama yakni pendekatan 

pelaksanaan kebijakan lembaga.Kemudian adalah pendekatan berdasarkan 

pelaksanaan tugas Tim Penegakan Peraturan Daerah. 

a. Pelaksanaan Kebijakan Lembaga 

Terhadap pengukuran efektivitas kinerja dengan pendekatan pelaksanaan 

kebijakan lembaga, memposisikan pengukuran efektivitas kinerja tersebut 

sebagai kesatuan antara apa yang direncanakan atau kebijakan yang ditetapkan 

dengan pelaksanaan kebijakan itu sendiri . Dalam konteks yang demikian, maka 

kinerja pcncgakan Peraturan Daerah Tambang Galian C dapat ditelusuri pada 

masing-masing kebijakan yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya untuk 

peri ode tahun 20 14 - 2016. 

43581.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



86 

Dari penelusuran tersebut kemudian dapat dilakukan perhitungan untuk 

menyimpulkan tingkat efektivitas kinerja masing-masing program atau kebijakan 

dimaksud.Seperti umumnya digunakan dalam menganalisis Laporan 

Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja program atau kegiatan 

kemudian dihitung dengan menggunakan formula : 

Kinerja Nyata /Kinerja Rencana x 100% menghasilkan capaian kinerja program 

atau kegiatan. Lalu basil perhitungan ini dikualifikasi dengan menggunakan 

kualifikasi efektivitas kinerja sebagaimana dikemukakan pada defenisi 

operasional. 

Dengan penggunaan formula yang dikemukakan di atas, maka diperoleh tingkat 

efektivitas kinerja masing-masing program atau kegjatan penegakan Peraturan 

Daerah Tambang Galian C. 

Pada tahun 2014, dapat dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Mamasa tidak memiliki kinerja dalam Penegakan Peraturan Daerah 

Tambang Galian C. Ini disebabkan oleh tidak dilaksanakannya sama sekali 2 

(dua) program yang telah menjadi kebijakan lembaga untuk tahun 2014. Kedua 

program tersebut adalah peningkatan disiplin aparat Satpo1 Pomong Praja dan 

penyertaan aparat Satpol Pamong Praja dalam pendidikan, kursus, dan pelatihan 

Non Formal. 

Oengan dernikian, pad a tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Mamasa sama sekali tidak memberi kontribusi terhadap upaya 

Penegakan Perda Tambang Galian C, baik ynag sifatnya persiapan atau 
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pengkondisian internal maupun terhadap pelaksanaan secara langsung penegakan 

Peraturan Daerah tersebut. 

Fakta yang demikian ini sesungguhnya kurang menggembirakan. Karena dari 

sisi perumusan kebijakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa 

sudah menetapkan dua program yang diharapkan dapat mempersiapkan 

kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penegakan 

Perda tersebut disertai penyediaan anggaran pelaksanaannya. Namun, kebijakan 

yang ditetapkan itu malah digantikan dengan kegiatan lain yang sudah tidak 

terkait dengan upaya-upaya penegakan Perda. Dengan demikian, skoring kinerja 

masing-masing program tersebut adalah 0%.1ni berarti efektivitas kineijanya 

buruk. 

Selanjutnya pada tahun 2015 juga ditetapkan 2 (dua) kebijakan dalam 

rangka penegakan Perda Tambang Galian C. Kebijakan pertama, yakni 

Bimbingan Teknis Perundang-undangan, dan Penertiban dan Penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Terhadap kedua kebijakan tersebut 

seluruhnya dapat dilaksanakan. Sementara efektivitas kinerjanya masing-masing 

adalah 86,67% untuk kegiatan bimbingan teknis perundang-undangan. Ini 

dipero1eh dari target peserta yang direncanakan yakni 15 orang, sementara yang 

direalisasi adalah 13 orang. 

Kinerja dengan efektivitas 86,67% tentu sangat mcmuaskan, walaupun 

belum maksimal. Tetapi yang jadi masalah pada kegiatan ini bahwa 

sesungguhnya kegiatan penyiapan kapasitas personil semacam ini sepatutnya 

sudah selesai pada tahun 2014, namun baru dapat direalisir tahun 2015. Jika 
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tingkat efektivitasnya juga belum mencapai I 00%, ini dapat diartikan jika 

keterlambatan penyiapan kapasitas personil belum tersubtitusi dengan capaian 

kinerjanya yang belum maksimal pad a tahun 2015. 

Berikut adalah kinerja program Penertiban dan Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati yang dalam pelaksanaannya efektivitasnya 

mencapai 88,57 %. Capaian ini tentu sangat memuaskan, tapi terbilang belum 

maksimal. Karena dari 35 kasus yang ditergetkan dalam penertiban, ternyata 

yang dapat direalisir adalah penertiban 31 kasus. 

Capaian efektivitas kinerja sebesar 88,57% tersebut di atas patut diberi 

apresiasi. Karena kalaupun belum maksimal, setidaknya pelaksanaan program ini 

telah menunjukkan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa 

dalam kaitan dengan Penagakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.Artinya, 

penetapan kebijakan dan pelaksanaan program penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati tersebut sudah menunjukkan eksistensi dan tugas pokok dan 

fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa. 

Capaian efektivitas kinerja penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 

tersebut di atas, juga dapat mengurangi pandangan yang kurang menguntungkan 

bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai akibat tidak adanya program atau 

kegiatan penagakan Peraturan dacrah dan Peraturan Bupati yang dilaksanakan 

pada tahun 2014. 

Selanjutnya pada tahun 2016, terdapat 2 ( dua) kebijakan penegakan 

Peraturan Daerah yang dilaksanakan, yakni Penertiban dan penegakan 

Peraturan Dacrah, dan Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan 
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Daerah. Tcrhadap kedua kebijakan tersebut, pelaksanaannya dapat dikatakan 

efektivitas kinerjanya sangat memuaskan. 

Pada program penegakan Peraturan Daerah, ditargetkan sebanyak 200 

kegiatan, kemudian realisasinya juga 200 kegiatan atau efektivitas kinerjanya 

sebesar 100%. Ada 2 (dua) pertimbangan yang membuat capaian efektivitas 

kinerja program ini diapresiasi cukup memuaskan. Pertan1a, yakni capaiannya 

hingga 100%, ini meningkat secara tajam dibanding efektivitas kinerja 

pelaksanaan masing-masing program pad a tahun 2014 dan 20 15. Kedua, yakni 

frekwensi kegiatannya yang juga cukup intensif dengan 200 kali kegiatan, ini 

jauh lebih besar peningkatannya dibanding frekwensi kegiatan lainnya pada 

tahun 20 14 dan 2015. 

Kernudian untuk kebijakan program Penyelidikan dan penyidikan 

pelanggaran Peraturan Daerah, pelaksanaannya sebanyak 90 kegiatan dari 95 

kegiatan yang direncanakan. Artinya, efektivitas kinerja program ini mencapai 

angka 94,74%. Capaian yang demikian ini juga terbilang sangat memuaskan. 

Terhadap penilaian capaian program ini yang cukup bagus juga dapat dilihat dari 2 

(dua) sudut pandang.Yang pertama bahwa program ini relatif baru dilakukan dalam 

kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, namun dalam pelaksanaannya justru langsung 

menunjukkan capaian efektivitas pada angka di atas 90%, dimana capaian yang 

demikian secara umum sudah dapat dikategorikan berhasii.Yang kedua, bahwa 

program ini juga dapat dikatakan sangat relcvan dengan penegakan Peraturan daerah, 

sehingga frekwensi pelaksanaannya yang maksimal juga berpotensi dampak 

penegakan Peraturan Daerah yang j uga cukup besar. 
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Dengan anaiisis capruan efektivitas kinerja penegakan Peraturan Daerah 

dilihat dari sisi pendekatan pelaksanaan kebijakan lembaga, dapat disimpulkan 

bahwa capaian tersebut pada awalnya atau di tahun 2014 tampak kurang 

meyakinkan. Namun dalam perkembangannya kemudian pada tahun 201 5 dan 

20 16, capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang meyakinkan baik 

dilihat dari sudut pandang relevansi jenis program yang dilaksanakan dengan 

Penegakan Peraturan Daerah Tambang GaJian C, maupun dari sudut pandang 

frekwensi atau intensitas pelaksanaan program tersebut. 

b. Kinetja Tim Penegakan Peraturan Daerah 

Pendekatan lainnya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Mamasa, yakni melaiui pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim 

Penegakan Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah Tambang Galian 

C.Tim ini dapat dikatakan sebagai pelaksana operasionaJ Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang-Undangan dalam penegakan Peraturan Daerah. 

Efektivitas kinetja Tim Penegakan Peraturan Daerah ini dapat dilihat 

melalui 3 (tiga) jenis kegiatan yang dilaksanakannya. Adapun masing

masing kegiatan tersebut dan efektivitas kinerjanya masing-masing akan 

dianalisis berikut ini. 

1) Pemberian Pemahaman dan PendaJaman Peraturan Daerah 

Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya peri ode 20 14 - 20 16.Dari 

pelaksanaan tersebut dapat dikatakan bahwa .pada tahun 2014, 

efektivitas kinerja pemberian pemahaman dan pendalaman Peraturan 

Daerah ini terbilang rendah.Karena dari 12 kali kegiatan yang 
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ditargetkan, dapat dilaksanakan sebanyak 9 kali kegiatan atau dengan 

efektivitas kinerja 75% atau memuaskan. 

Kemudian pada tahun 201 5, terdapat peningkatan efektivitas kinerja 

dibanding tahun 2014. Dengan target 12 kaJi kegiatan, dilaksanakan 

sebanyak 10 kegiatan atau dengan efektivitas kinerja 83,33% atau 

sangat memuaskan. Capaian ini tentu lebih baik dari tahun 

sebelumnya.Ini sekaligus menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

efektivitas kinerja daJam pemberian pemahaman dan pendalaman 

Peraturan Daerah. 

Sedang pada tahun 2016, dengan target 12 kali kegiatan 

dilaksanakan 10 kali kegiatan atau dengan efektivitas kinerja 83,33% 

atau sangat memuaskan. Capaian ini terbilang cukup bagus.Namun, 

tidak menunjukkan adanya peningkatan atau kemajuan dibanding 

capaian efektivitas kinerja pada tahun 20 15.Karena itu dapat dianggap 

kurang berhasil. 

2) Kunjungan Lapangan 

Kegiatan berikutnya dari Tim Penegakan Peraturan Daerah adalah 

kunjungan lapangan.Kegiatan ini juga teragendakan untuk periode 

2014 -2016. 

Terhadap kegiatan ini. pada tahun 2014 dapat dikatakan babwa 

efektivitas kinerjanya terbilang rendah. Karena dari target kunjungan 

lapangan sebanyak 192 kali selama I (satu) tahun, dapat dilaksanakan 

sebanyak 131 kali atau dengan efektivitas kinerja 68,23% atau baik. 
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Demikian halnya pada tahun 2015, juga dapat dikatakan jika 

efektivitas kinerjanya terbilang rendah. Karena dari target 

kunjungan lapangan sebanyak 192 kali selama 1 (satu) tahun, 

dapat di laksanakan sebanyak 147 kali atau dengan efektivitas 

kinerja 76,56% atau memuaskan. 

Selanjutnya pada tahun 2016, juga dengan target pelaksanaan 

kegiatan kunjungan lapangan sebanyak 192 kali, kemudian 

dilaksanakan sebanyak 152 kali atau dengan efektivitas kinerja 

79,17% atau memuaskan, capaian tersebut juga terbi lang rendah. 

Walaupun pelaksanaan ktmjungan lapangan dalam rangka 

penegakan Peraturan Daerah· ini selama 3 (tiga) tahun tingkat 

efektivitas kinerjanya terbilang rendah, tetap patut dicatat jika 

capaian efektivitas kinerja tersebut mengalami kemajuan dan 

perkembangan yang menggembirakan. Karena pada tahun 2014 

mencapai 68,23% atau baik, kemudian meningkat pada tahun 2015 

menjadi 76,56%, dan pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 

79,17%. 

Peningkatan yang terjadi setiap tahunnya tersebut dapat menjadi 

indikasi adanya upaya-upaya perbaikan pengelolaan kegiatan 

tersebut. Tentu tanpa adanya upaya perbaikan dimaksud, sulit 

membayangkan akan terjadi kemajuan dan perkembangan yang 

lebih baik setiap tahunnya. 

3) Penyelidikan dan Penyidikan 
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Kegiatan yang berikut dari Tim Penagakan Peraturan daerah 

adalah penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran 

Peraturan daerah Tam bang Gal ian C. Data menunj ukkan jika 

kegiatan ini hanya dilaksanakan kurun waktu 2015 - 2016. 

Pada tahun 2015 dari 35 kasus yang ada, dapat diselesaikan 

oleh Tim Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Parnong Praja 

sebanyak 31 kasus. Capaian tersebut setara dengan efektivitas 

kinerja sebesar 88,57% atau sangat memuaskan. Selain angka 

capaiannya melarnpaui 80%, maka juga karena pertimbangan 

bahwa kegiatan ini langsung menyentuh subtansi penegakan 

Peraturan Daerah, dan ketika pada tahun awal pelaksanaannya, 

justru pencapaiannya sudah maksimal. 

Kemudian pad a tahun 201 6 dari 95 kasus yang ada, dapat 

diselesaikan oleh Tim Penegakan Peraturan Daerah melalui 

penyelidikan dan penyidikan sebanyak 90 kasus atau dengan 

cfektivitas kinerja sebesar 94,74%. Capaian ini tentu sangat 

memuaskan.Pertimbangannya bahwa selain angka prosentasenya 

efektivitas kinerjanya di atas 90%, bahwa juga dari sisi kuantitas 

kasus yang diselesaikan jumlahnya cukup besar. lni bisa 

dibandingkan dengan penyelesaian kasus pad a tahun 20 15 yang 

j umlahnya 31 kasus. 

Secara umum efektivitas kinerja program penyelidikan dan 

penyidikan dalarn rangka penegakan Peraturan Daerah Tambang 
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Galian C dapat dikatakan cukup memuaskan. Hal tersebut 

didukung oleh fakta bahwa dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan 

kegiatan ini selalu saja efektivitas kinerjanya baik, serta adanya 

peningkatan penyelesaian kasus yang ditangani pada tahun 2016 

dengan kuantitas yang melonjak tajam dari tahun 2015, dan 

dengan efektivitas kinerja yang juga sangat memuaskan. 

2. Faktor Yang Berpengaruh 

Data penelitian yang telah dikemukakan serta pembahasannya di atas, 

menunjukkan jika dalam Penegakan Peraturan Daerah Tambang Galian C 

tercatat adanya pencapaian kinerja pada masing-masing program yang 

mendukung, malah terdapat program yang tingkat efektivitas kinerjanya 

sangat memuaskan. Capaian yang demikian ini tentu tidak terlepas dari 

adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian dimaksud. 

Fakta-fakta yang terungkap dalam penelitian menunjukkan jika faktor 

bcropengaruh 1ru cukup bervariasi. Faktor-faktor tersebut adalah 

koordinasi internal SKPD terkait, motivasi personil, kepemimpinan 

lembaga, ketersediaan anggaran, dan partisipasi masyarakat. 

Secara garis besar sesungguhnya dapat disederhanakan bahwa faktor 

berpengamhini terdiri atas 2 (dua) kelompok besar, yakni faktor internal 

dan faktor ekstemal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Mamasa.Faktor internal tersebut adalah koordinasi internal SKPD terkait, 

motivasi personil, kepemimpinan lembaga, dan ketersediaan 

43581.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



96 

dan prasarana yang terbatas, tenaga organik yang jurnlahnya sedikit, dan 

wilayah Kabupaten Marnasa yang cukup luas dengan medan yang berat. 

Secara garis besar sesungguhnya dapat disederhanakan bahwa faktor 

penghambat ini terdiri atas 2 (dua) kelompok besar, yakni faktor internal 

dan faktor eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Mamasa.Faktor internal tersebut adalah sarana dan prasarana yang 

terbatas, dan tenaga organik yang jumlahnya sedikit. Sedang faktor 

ekstemal adalah wilayah Kabupaten Mamasa yang cukup luas dan medan 

yang cukup berat. 

Dengan banyaknya Jems faktor penghambat dalam pelaksanaan 

Penegakan Peraturan Daerah Tambang Gal ian C terse but, maka 

berkemungkinan bahwa terhadap program yang kinerjanya belum 

maksimal itu disebabkan oleh adanya pengaruh konfigurasi dari macam

macam faktor penghambat tersebut. 

Kemungkinan yang lain bahwa dari berbagai fak tor tersebut, ada 

diantaranya yang pengaruhnya cukup kuat dibanding dengan faktor yang 

lain. Juga berkernungkinan ada faktor penghambat yang pengaruhnya 

lebih lemah dibanding dengan faktor yang lain. Terhadap kemungkinan

kemungkinan tersebut hanya dapat disimpulkan dengan penelitian yang 

fokus terhadap hal tersebut. 
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A. Kesimpulan 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Dengan memperhatikan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasannya 

sebagajmana telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan atas penelitian 

ini sebagaimana berikut ini. 

I. Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa dalam 

penegakan Peraturan Daerah Tambang Galian C, dapat dilihat dari 2 (dua) 

pendekatan, yakni pendekatan kinerja pclaksanaan kebijakan, dan 

pendekatan kinerja Tim Penegakan Peraturan daerah. Terhadap masing-

masing pendekatan tersebut adalah : 

a. Efektivitas kinerja dengan pendekatan pelaksanaan kebijakan 

menunjukkan perkembangan sebagai berikut 

I) Pad a tahun 2014 masing-masing 0% a tau kualifikasi buruk, 

melalui kegiatan peningkatan disiplin aparat Satpol Pamong Praja, 

dan kegiatan Pendidikan, kursus dan latihan Non Formal. 

2) Pada tahun 2015 masing-masing 86,67% a tau baik pada kegiatan 

bimbingan teknis Perundang-undangan, dan 88,57% atau baik 

pada kegiatan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati. 

3) Pada tahun 2016 masing-masing I 00% atau sangat memuaskan 

pada penertiban dan penegakan Peraturan Oaerah, dan 94,74% 

atau sangat memuaskan pada kegiatan penyelidikan dan 
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penyidikan kasus pelanggaran Peraturan daerah Tambang Galian 

C. 

b. Efektivitas kinerja dengan pendekatan pelaksanaan tugas Tim 

Penegakan Peraturan Daerah dengan perkembangan sebagai berikut : 

1) Pada kegiatan pemberian pemahaman dan pendalaman Peraturan 

Daerah, dimana pada tahun 2014 dengan efektivitas kinerja 75% 

atau sedang, kemudian pada tahun 2015 dengan efektivitas kinerja 

83,33% atau baik, dan tahun 2016 dengan efektivitas kinerja 

83,33% atau baik. 

2) Pada kegiatan kunjungan lapangan, dimana pada tahun 2014 

dengan efektivitas kinerja 68,23% atau sedang, kemudian pada 

tahun 201 5 dengan efektivitas kinerja 76,56% atau sedang, dan 

tahun 2016 dengan efektivitas kinerja 79,17% atau sedang. 

3) Pada kegiatan penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan 

Daerah Tambang Galian C, dimana pada tahun 201 4 dengan 

efektivitas kinerja 0% atau buruk, kemudian tahun 2015 dengan 

efektivitas kinerja 88,57% atau baik, dan pada tahun 2016 dengan 

efektivitas kinerja 94,74% atau sangat memuaskan. 

2. Faktor yang berpengaruh terhadap penegakan Peraturan Daerah Tambang 

Galian C oleh Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas faktor internal yang 

meliputi koordinasi lintas SKPD, motivasi personil Satuan Polisi Pamong 

Praja, faktor kepemimpinan yang persuasif dan familiar, serta adanya 

ketersediaan anggaran. Sedang faktor eksternal meliputi partisipasi 
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masyarakat umurn, dan partisipasi kalangan pengusaha Tambang Galian C 

itu sendiri .Sedang faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Mamasa dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah 

Tambang Galian C terdiri atas faktor internal yang meliputi sarana dan 

prasarana yang terbatas, serta tenaga organik yang minim. Sedang faktor 

ekstemal adalah wilayah Kabupaten Mamasa yang cukup luas, dan 

medannya yang cukup berat. 

1. Kepada masyarakat akademis atau peneliti bahwa penelitian yang dilakukan 

ini masih sangat terbatas dalam mengungkap segi-segi penegakan Peraturan 

Daerah. Karena itu, disarankan perlunya dilakukan penelitian yang lain untuk 

bisa saling melengkapi dengan h(\sil penelitian ini. Diantara fokus penelitian 

yang masih relevan adalah mengukur pengaruh masing-masing faktor yang 

menentukan efektivitas kineija penegakan Peraturan Daerah. 

2. Kepada kalangan praktisi pemerintahan disarankan agar di dalam upaya 

pencapaian efektitas kineija kelembagaan secara maksimal, hendaknya 

tidak terperangkap pada pandangan yang sempit atau parsial terhadap 

faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. Pandangan yang sepatutnya 

dikedepankan bahwa efektivitas kineija lembaga termasuk di dalam 

penegakan Peraturan Daerah sangat ditentukan oleh integrasi atau 

konfigurasi berbagai faktor yang sating terkait. 
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PANDUANWAWANCARA 

A. Peogantar 

Dalam rangka penulisan tesis dengan judul "Kinerja Satpol PP 

Dalam Penegakan Perda Tambang Galian C di Kabupateo Mamasa" 

untuk penyelesaian program Studi Magister (S2) Tlmu Administrasi Publik 

pada Universitas Terbuka Provinsi Sulawesi Barat, maka dilakukan 

penelitian pengumpulan data melalui wawancara. 

Terkait dengan hal tersebut, diharap kesediaan Bapak/lbu sebagai 

responden/informan untuk memberi keterangan, informasi dan data yang 

diperlukan. Keterangan, informasi dan data tersebut dijamin 

kerahasiaannya. Dengan kata lain hanya digunakan untuk kepentingan 

ilmiah/akademik. 

B. Daftar Pertaoyaan 

1. Apakah Satpol PP Kab. Mamasa memperhatikan upaya penegakan 

Perda Tambang Galian C ? 

2. Mengapa penegakan Perda Tambang Galian C ini perlu dilakukan? 

3. Bagaimana bentuk penegakan perda tambang gal ian C yang dilakukan 

oleh Satpol PP Kab. Mamasa? 
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4. Apakah selama ini ditemukan adanya pelanggaran terhadap Perda 

Tambang GaJian C. di Kab. Mamasa? 

5. Ada berapa banyak dan seperti apa bentuk pclanggaran tcrsebut, harap 

dijelaskan ? 

6. Terhadap pelanggaran Perda Tambang Galian C yang dijleaskan di 

atas, apa yang kemudian dilakukan Satpol PP Kab. Mamasa ? 

7. Apakah Satpol PP Kab. Mamasa juga melakukan tindakan 

preventif/pencegahan terhadap kemungk inan terjadinya pelanggaran 

alas Perda Tam bang Galian C ? 

8. Seperti apa bentuk tindakan preventip tersebut ? 
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9. Apakah Satpol PP Kab. Mamasa juga melakukan tindakan repressif 

terhadap terjadinya pelanggaran atas Perda Tam bang Galian C? 

I 0. Seperti apa bentuk tindakan repressif terse but? 

11. Apakah Satpol PP Kab. Mamasa melakukan Koordinasi dengan pihak 

terkait dalam melakukan penega~an Perda Tambang Galian C ? 

12. Dengan pihak siapa saja dan bagaimana bentuk koordinasi yang 

dilakukan tersebut? 

13. Dalam hal masih terdapat informas i penting lainnya terkait dengan 

penegakan Perda Tambang Galian C oleh Satpol PP di Kabupaten 

Mamasa, silahkan dikemukakan berikut ini. 

Ma1nasa, ....................... . .. .. ....... ....... 20 17 

Responden/lnforman, 
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